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ABSTRAK 

Alievia Robiatul M. 2022. SKRIPSI. Judul: “Pengaruh Pengetahuan Dan 

Digitalisasi Perpajakan Terhadap Voluntary Tax 

Compliance Dengan Kepercayaan Sebagai Variabel 

Mediasi Pada Anggota Forum Ikm Jawa Timur” 

Pembimbing  : Sri Andriani, SE., M.Si 

Kata Kunci : Pengetahuan, Digitalisasi, Kepercayaan, Voluntary Tax 

Compliance 

Tujuan dilakukan nya penelitian ini memberikan bukti secara empiris 

mengenai: (1) adanya pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap voluntary tax 

compliance. (2) pengaruh kepercayaan terhadap otoritas pajak dalam memediasi 

pengetahuan perpajakan dan voluntary tax compliance (3) Pengaruh digitalisasi 

perpajakan terhadap voluntary tax compiance (4) pengaruh kepercayaan dalam 

memediasi digitalisasi perpajakan terhadap voluntary tax compliance.  

Dalam penelitian ini data dikumpulkan dengan cara menyebarkan  

kuesioner dengan diperoleh 264 sample yang kemudian diolah menggunakan 

software Smart PLS 3.0. Dalam penelitian ini tekhnik analisis data yang digunakan 

berupa analisis SEM-PLS.  

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki 

pengarauh positif terhadap voluntary tax compliance, Pengetahuan memiliki 

pengaruh positif terhadap kepercayaan, dan kepercayaan berpengaruh positif dalam 

memediasi pengetahuan dan voluntary tax compliance. Dalam penelitian ini juga 

menunjukkan pengaruh positif digitalisasi perpajakan terhadap voluntary tax 

compliance dan  adanya pengaruh positif Digitalisasi Perpajakan terhadap 

kepercayaan, dan kepercayaan juga memiliki pengaruh positif dalam memediasi 

digitalisasi perpajakan terhadap  voluntary tax compliance  
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ABSTRACT 

Alievia Robiatul M. 2022. THESIS. Title: “The Effect of Knowledge and Tax 

Digitization on Voluntary Tax Compliance with Trust as a 

Mediation Variable in East Java IKM Forum Members” 

Advisor  : Sri Andriani, SE., M.Si 

Keywords : Knowledge, Digitization, Trust, Voluntary Tax Compliance 

  The purpose of this research is to provide empirical evidence regarding: 

(1) the effect of tax knowledge on voluntary tax compliance. (2) the effect of trust 

in tax authorities in mediating tax knowledge and voluntary tax compliance (3) The 

effect of tax digitalization on voluntary tax compliance (4) the effect of trust in 

mediating tax digitalization on voluntary tax compliance.  

In this study, data was collected by distributing questionnaires to obtain 264 

samples which were then processed using Smart PLS 3.0 software. In this study, the 

data analysis technique used was SEM-PLS analysis.  

The results of this study indicate that tax knowledge has a positive influence 

on voluntary tax compliance, knowledge has a positive influence on trust, and trust 

has a positive effect on mediating knowledge and voluntary tax compliance. This 

study also shows the positive effect of tax digitization on voluntary tax compliance 

and the positive effect of Tax Digitalization on trust, and trust also has a positive 

influence in mediating tax digitalization on voluntary tax compliance.. 
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 الملخص 

تأثير المعرفة والرقمنة الضريبية على الامتثال الضريبي الطوعي مع الثقة كمتغير .  ٢٠٢٢.  اليفياربعةالمفيدة
 " جاوة الشرقية    IKMوساطة في أعضاء منتدى 

 .SE.  ،M.Siسري أندرياني ، :    المشرف
 ريبي الطوعي   المعرفة ، الرقمنة ، الثقة ، الامتثال الض:   الرئيسيةالكلمات  

( تأثير المعرفة الضريبية 1الغرض من هذا البحث هو تقديم دليل تجريبي فيما يتعلق بما يلي: )
( تأثير الثقة في السلطات الضريبية في التوسط في المعرفة الضريبية  2على الامتثال الضريبي الطوعي. )

( تأثير الثقة 4( تأثير الرقمنة الضريبية على الامتثال الضريبي الطوعي )3الضريبي الطوعي ) والامتثال  
 .في التوسط في الرقمنة الضريبية على الامتثال الضريبي الطوعي 

عينة تم   264في هذه الدراسة ، تم جمع البيانات عن طريق توزيع استبيانات للحصول على  
في هذه الدراسة ، كانت تقنية تحليل  .Smart PLS 3.0 جمعالجتها بعد ذلك باستخدام برنام

 .SEM-PLS البيانات المستخدمة هي تحليل 

تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن المعرفة الضريبية لها تأثير إيجابي على الامتثال الضريبي الطوعي 
وللثقة تأثير إيجابي على المعرفة الوسيطة والامتثال الضريبي الطوعي. ، وللمعرفة تأثير إيجابي على الثقة ،  

تُظهر هذه الدراسة أيضًا التأثير الإيجابي للرقمنة الضريبية على الامتثال الضريبي الطوعي والتأثير الإيجابي 
لى الامتثال للرقمنة الضريبية على الثقة ، كما أن للثقة تأثير إيجابي في التوسط في الرقمنة الضريبية ع

.الضريبي الطوعي
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia adalah salah satu negara di Asia yang masih dikatakan 

berkembang, pembangunan dalam berbagai bidang terus dilaksanakan di Indonesia 

demi menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya.  Namun pada akhir 2021 

Indonesia terdaftar dalam anggota G20, yang mana Indonesia menjadi negara 

berkembang pertama yang menjadi presidensi bagi negara negara dengan 

perekonomian yang kuat di dunia (Bank Indonesia, 2021). Hal ini menunjukkan 

meski dalam status negara berkembang tetapi dalam aspek perekonomian Indonesia 

memiliki tingkat pertumbuhan yang terus berlanjut. Dalam hal meningkatkan 

perekonomian negara, pemerintah terus melakukan berbagai cara dalam 

meningkatkan penerimaan negara yang bertujuan untuk meningkatkan kesejateraan 

masyarakat. Salah satu cara dalam meningkatkan penerimaan negara yaitu dengan 

meningkatkan penerimaan pajak yang menjadi salah satu sumber pembiayaan 

negara. 

Pajak dalam kehidupan bernegara memiliki peran yang sangat penting demi 

menjaga kelangsungan sistem pemerintahan, dikarenakan pajak merupakan sumber 

penerimaan terbesar suatu negara. Penerimaan yang bersumber dari pajak ini 

digunakan untuk pembiayaan umum dalam mendukung kegiatan yang dilaksanakan 

pemerintah serta menjadi tolak ukur keberhasilan Perekonomian negara (Fitria & 

Muiz, 2021). Target penerimaan pajak mengalami peningkatan setiap tahunnya 

sejalan dengan meningkatnya kebutuhan pembiayaan pengeluaran negara. Dengan 
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adanya peningkatan tersebut tentu akan memudahkan pelaksanaan pembangunan 

dan pelayanan kepada masyarakat dengan dibiayai pendapatan negara. Dengan 

adanya peningkatan penerimaan pajak, maka akan lebih mempermudah pemerintah 

dalam pembiayaan pos-pos yang telah di proyeksikan dalam APBN  (Viva et al., 

2019).



1 

 

 

 

Menteri Keuangan Sri Mulyani (Kemenkeu, 2022). menyatakan bahwa dalam 

pelaksanaan APBN tahun 2021 menunjukkan kinerja positif dan melebihi target 

APBN 2021. Hal itu terbukti dalam realisasi pendapatan negara hingga tanggal 31 

Desember 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 114,9% dari target APBN 2021, 

yaitu dari target sebesar Rp1.743,6 triliun menjadi Rp2.003,1 triliun. Dibandingkan 

APBN 2020 jumlah tersebut tumbuh sebesar 21,6% atau sebesar Rp1.647,8 triliun. 

Salah satu faktor adanya pertumbuhan tersebut yaitu adanya peningkatan dalam 

penerimaan pajak tahun 2021. Menteri keuangan mengatakan realisasi sementara 

penerimaan pajak tahun 2021 mencapai Rp 1.277,5 triliun atau 103,9% dari target 

APBN senilai Rp1.229,6 triliun, dengan mengalami pertumbuhan sebesar 19,2% 

dari penerimaan pajak tahun sebelumnya pada awal masa pandemi yaitu sebesar 

Rp1.72,1 triliun.   

Tabel 1.1 

Realisasi Sementara Penerimaan APBN Tahun 2021 

No Sumber Penerimaan 
Jumlah 

Penerimaan 

Persentase 

Penerimaan 

1  Perpajakan Rp 1.546,51 triliun 107,06% 

2 Penerimaan Negara Bukan Pajak Rp 451,98 triliun 151,57% 

3 Hibah Rp 4,57 triliun 506,23% 

Sumber: Kementrian Keuangan, APBN 2021 

 

Berdasarkan informasi dan data diatas membuktikan bahwa pajak 

berkontribusi lebih dari 60% terhadap penerimaan negara. Melihat pentingnya 

kontribusi pajak bagi negara maka pemerintah terus melakukan berbagai cara dalam 

upaya meningkatkan penerimaan pajak negara.  Demi terus memenuhi target 
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perpajakan DJP sebagai institusi dalam naungan Kemementerian Keuangan  

melakukan Tax Reform dengan beralih ke sektor tekhnologi dan Digitalisasi (Alpha 

Hernando & Wahyudin, 2020). Digitalisasi sistem administrasi perpajakan di 

Indonesia terus mengalami perkembangan dimana digitalisasi pertma yaitu pada 

tahun 2007 pemerintah merilis e-filling dalam penyampaian SPT secara online, 

kemudian berlanjut pada 2014 penerintah merilis e-faktur dan pada 2016 

pemerintah merilis e-bupot. Setelah itu dari tahun ketahun pemerintah terus 

melakukan reformasi dalam digitalisasi sistem administrasi perpajakannya sampai 

saat ini.  Dengan adanya sistem administrasi yang lebih efisien dapat memudahkan 

wajib pajak dalam memahaminya sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib 

pajak(Viva et al., 2019).   

Kepatuhan wajib pajak menjadi salah satu faktor penting dalam 

terpenuhinya target pajak (Lolowang et al., 2022). Namun (Rianti & Hidayat, 2021) 

menyatakan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak masih rendah , hal ini 

dikarenakan oleh beberapa hal, yang salah satunya karena kurangnya pengetahuan 

perpajakan. Pengetahuan perpajakan merupakan semua informasi yang dimiliki 

oleh wajib pajak terkait dengan tata cara dan ketentuan perpajakan (Viva et al., 

2019). Tingkat pengetahuan dalam sistem administrasi perpajakan juga berkaitan 

dengan kepatuhan wajib pajak. Tingkat pengetahuan dan pemahaman dalam 

pengaplikasian administrasi perpajakan secara digital menjadi hal yang sangat 

penting dalam meningkatkan Penerimaan Pajak (Ermanis et al., 2021).  

Kepatuhan wajib pajak tidak hanya didasarkan terhadap kepatuhan yang 

bersifat dipaksakan, akan tetapi juga berupa kepatuhan sukarela wajib pajak atau 
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voluntary tax compliance. (Hakim et al., 2017) mengatakan voluntry tax 

compliance sangat dibutuhkan untuk pembangunan yang berkelanjutan, karna 

dalam pelaksanaannya tidak didasarkan pada paksaan atau hukuman. Dalam 

voluntary tax compliance pengetahuan menjadi salah faktor yang mempengaruhi 

(Handayani et al., 2021). (Rianti & Hidayat, 2021) dalam penelitiannya 

menemukan bahwa pengetahuan pajak, keadilan pajak, dan sanksi pajak 

berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Bandung Barat. 

(Purnawan et al., 2021) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa voluntary tax 

compliance UMKM dalam membayar pajak penghasilan di kota Surakarta, Jawa 

Tengah masih rendah.  

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi voluntary tax compliance yaitu 

adanya pengaruh denda pajak, kepercayaan terhadap otoritas pajak dan keadilan 

prosedural. Dalam hal faktor voluntary tax compliance berupa kepercayaan 

terhadap otoritas pajak memiliki makna bahwa otoritas pajak perlu memastikan 

tidak ada penyalahgunaan dalam penerimaan pajak. Administrasi perpajakan yang 

kuat meliputi efektifitas dan efesiensi sebagai kunci (Ratmono, 2014) 

Pelaksanaan administrasi perpajakan otoritas pajak memiliki peran aktif 

dalam pelaksanaannya, maka dari itu kepercayaan terhadap otoritas pajak menjadi 

salah satu faktor dalam kepatuhan wajib pajak. (Albab & Suwardi, 2021) 

mengatakan bahawa kepercayaan terhadap otoritas pajak merupakan salah satu 

faktor motivasi wajib pajak untuk patuh secara sukarela. (Albab & Suwardi, 2021) 

juga mengatakan di era Self Assesment System saat ini pengetahuan memiliki peran 

penting dalam membangun kesadaran wajib pajak, dengan demikian langkah-
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langkah yagng harus dilakukan oleh otoritas pajak yaitu membantu memberikan 

pengetahuan kepada masyarakat.  

Dalam perekonomian Indonesia UMKM perenan penting. Peraturan 

perpajakan di Indonesia sendiri terus mengalami perubahan, termasuk dalam sektor 

UMKM. Dalam Peraturan terbaru Perpajakan Indonesia yaitu Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan (UU HPP), pajak UMKM 

kini memiliki batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), pada Pasal 7 Ayat (2a) 

UU HPP menyebutkan, wajib pajak  orang pribadi yang memiliki peredaran  bruto 

tidak sampai dengan Rp 500 juta setahun tidak dikenai Pajak Penghasilan dengan 

tarif 0,5% dari PKP. Menurut (Lolowang et al., 2022) UMKM berkontribusi 

terhadap perekonomian Indonesia dengan menyerap 97% dari total tenaga kerja dan 

60,4% dari total investasi. Dengan data tersebut maka dengan jelas UMKM 

memiliki potensi besar dalam penerimaan pajak. Di Jawa Timur sendiri berdasarkan 

Satu Data Diskop UKM Jawa Timur 2020,  Koperasi dan UMKM berkontribusi 

sebesar 57,25% terhadap PDRB Jawa Timur tahun 2020. Hal ini mengalami 

penurunana dari tahun sebelumnya dengan kontribusi sebesar 57,26% . Dari data 

tersebut menunjukkan bahwa UMKM memiliki potensi yang sangat besar unuk 

penerimaan pajak. Namun pada kenyataannya berdasarkan data DJP pada tahun 

2019 UMKM berkontribusi terhadap PPh Final sebesar Rp 7,5 Triliun atau hanya 

1,1% dari total penerimaan PPh secara keseluruhan di tahun yang sama sebesar Rp 

711,2 triliun. Hal tersebut tentunya kurang sejalan dengan besarnya kontribusi 

UMKM terhadap Peredaran Domestik Bruto di Indonesia (Kementrian Keuangan, 

2019).  
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Terkait dengan digitalisasi administrasi perpajakan berdasarkan data Diskop 

UKM dan BPS 2020 menyatakan bahwa penggunaan internet bagi pelaku UMKM 

Jawa Timur tahun 2020 mengalami peningkatan yaitu sebesar 56% pelaku UMKM 

sudah menggunakan internet dalam menjalankan kegiatan usahanya. Hal ini 

tentunya akan berpengaruh terhadap pengetahuan wajib pajak UMKM terhadap 

digitalisasi sistem administrasi perpajakan yang ada. Terlebih dimasa pandemi 

Covid-19 sekarang ini tentunya pelayanan berbasis digital dapat mempermudah 

Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan dengan meminimalisir 

adanya kontak lansung dengan orang banyak.   

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Albab & Suwardi, 2021) 

penelitian yang dilakukan dengan objek wajib pajak UMKM DI Yogyakarta ini 

menyatakan bahwa semakin tinggi pengetahuan wajib pajak maka semakin tinggi 

pula tingkat kepatuhan sukarelanya, serta semakin tinggi kepercayaan terhadap 

fiskus maka semakin tinggi tingkat kepatuhan pajak sukarelanya. Dalam penelitian 

ini yang juga membahas tentang voluntary tax compliance dengan objek penelitian 

dan variabel yang digunakan sebagai pembeda dari penelitian sebelumnya. Dalam 

penelitian sebelumnya membahas mengenai pengaruh pengetahuan pajak secara 

umum, maka dalam penelitian ini lebih membahas mengenai pengetahuan wajib 

pajak terhadap pemanfaatan digitalisasi perpajakan yang berupa e-regestration dan 

e-filling.  

Dengan adanya peningkatan penerimaan pajak tahun sebelumnya dan 

pentingnya pengetahuan dan digitalisasi perpajakan di Indonesia serta besarnya 

kontribusi UMKM terhadap perekonomian namun masih kurang sejalan dengan 
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besarnya kontribusi terhadap pajak maka berdasarkan latar belakang diatas penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian tentang Voluntary Tax Compliance terhadap 

UMKM dengan objek penelitian anggota Forum IKM Jatim. Yaitu suatu Forum 

yang menaungi pelaku UMKM yang tersebar dalam 33 kabupaten dan kota di 

Provinsi Jawa Timur. Oleh karena itu penulis mengambil judul penelitian 

“Pengaruh Pengetahuan Dan Digitalisasi Perpajakan Terhadap Voluntary Tax 

Compliance Dengan Kepercayaan Sebagai Variabel Mediasi Pada Anggota 

Forum IKM Jawa Timur” 

 

1.2 Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dirumuskan 

rumusan masalah yang akan menjadi fokus penelitian ini, yaitu: 

1. Apakah pengetahuan perpajakan dapat mempengaruhi voluntary tax 

compliance? 

2. Apakah Pengetahuan perpajakan dapat mempengaruhi kepercayaan pada 

otoritas pajak? 

3. Apakah Digitalisasi Sistem Administrasi Perpajakan dapat mempengaruhi 

Voluntary Tax Compliance? 

4. Apakah Digitalisasi Sistem Administrasi Perpajakan dapat mempengaruhi 

Otoritas Pajak? 

5. Apakah Pengetahuan Perpajakan dapat mempengaruhi Voluntary Tax 

Compliance dengan dimediasi oleh kepercayaan? 
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6. Apakah Digitalisasi Sistem Administrasi Perpajakan dapat mempengaruhi 

Voluntary Tax Compliance dengan dimediasi oleh kepercayaan? 

 

1.2 Tujuan penelitian 

Tujuan penulis dalam menulis skripsi ini adalah sebagai berikut :  

1. Untuk mengetahui apakah pengetahuan perpajakan dapat mempengaruhi 

voluntary tax compliance 

2. Untuk mengetahui apakah Pengetahuan perpajakan dapat mempengaruhi 

kepercayaan pada otoritas pajak 

3. Untuk mengetahui apakah Digitalisasi Sistem Administrasi Perpajakan 

dapat mempengaruhi voluntary tax compliance 

4. Untuk mengetahui apakah Digitalisasi Sistem Administrasi Perpajakan 

dapat mempengaruhi Otoritas Pajak 

5. Untuk mengetahui Pengetahuan Perpajakan dapat mempengaruhi Voluntary 

Tax Compliance dengan dimediasi oleh kepercayaan 

6. Untuk mengetahui apakah Digitalisasi Sistem Administrasi Perpajakan 

dapat mempengaruhi Voluntary Tax Compliance dengan dimediasi oleh 

kepercayaan 
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1.3 Manfaat Penelitian 

Dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

berbagai pihak, diantaranya yaitu: 

1. Maanfaat Teoritis 

Secara Teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam 

memberikan sumbangan ilmiah terhadap ilmu pengetahuan perpajakan 

terutama dalam pajak UMKM, serta diharapkan memberikan sumbangan 

pemikiran dalam pembagaruan sistem perpajakan bagi UMKM sesuai 

dengan perkembangan tekhnologi yang didasarkan pada peraturan yang ada.  

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis penelitian ini bisa memberikan masukan sebagai: 

a. Bagi Akademisi 

Hasil penelitian ini  diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan refrensi 

untuk penelitian selanjutnya, menambah wawasan dan ilmu pengetahuan, 

serta literatur dalam topik penelitian yang sama.  

b. Bagi Wajib Pajak UMKM 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dijadikan acuan untuk mengetahui 

dan menjalankan peraturan perpajakan yang ada sesuai dengan 

perkembangan zaman. Sehingga Wajib Pajak dari sektor UMKM dapat 

berkontribusi secara maksimal.  
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c. Bagi Peneliti 

Hasil dari peelitian ini diharapkan menjadi wadah dalam 

mengaplikasikan ilmu yang didapatkan selama masa perkuliahan 

dan sebagai hasil akhir dalam menyelesaikan  strata satu Akuntansi.   
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Hasil-hasil Penelitian Terdahulu  

Penelitian hubungan Digitalisasi administrasi perpajakan dan voluntary tax 

compliance secara langsung sebelumnya belum pernah dilakukan. Namun Berikut 

ini terdapat delapan penelitian terdahulu yang relevan dan memiliki keterkaitan 

dengan Pengetahuan, kepercayaan dan digitalisasi atau modernisasi administrasi 

perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak atau voluntary tax compliance.:  

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

 
No Pengarang

/ 

Tahun 

Judul Penelitian Metode 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

1.  Farah Nisa 

Ul Albab 

dan Eko 

Suwardi 

(2021) 

The Effect of Tax 

Knowledge on 

Voluntary Tax 

Compliance with 

Trust as a 

Mediating 

Variable: A Study 

on Micro, Small, 

and Medium 

Enterprises 

(MSMEs) 

Metode 

Penelitian 

yang 

digunakan 

adalah 

metode 

kuantitatif 

Hasil Penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

pertama, pengetahuan pajak 

berpengaruh posistif 

terhadap kepatuhan pajak 

sukarela, Pengetahuan pajak 

berpengaruh positif terhadap 

kepercayaan, dan 

kepercayaan terhadap 

otoritas pajak berpengaruh 

positif terhadap kepatuhan 

wajib pajak sukarela 

UMKM di DI Yogyakarta 

2. Yunaldi 

Ermanis, 

Adriyanti 

Agustina 

Putri, 

Nadia 

Fathurrahm

i Lawita 

(2021) 

The Effect Of 

Covid-19 Pandemic 

Tax Incentives, 

Digitization Of Tax 

Administration And 

Tax Omnibus Law 

On Tax Revenue 

(Case Study At The 

Kpp Pratama 

Pekanbaru Tampan 

In 2020 – 2021) 

Metode yang 

digunakan 

adalah 

metode 

kuantitatif 

Hasil penelitian  ini 

menunjukkan Insentif Pajak 

Pandemi, Digitalisasi 

Administrasi perpajakan, 

dan Omnibuslaw memiliki 

pengaruh secara bersamaan 

atau simultan terhadap 

Penerimaan Pajak pada KPP 

Pratama Pekanbaru Tampan 

tahun 2020-2021  
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Tabel 2.1 (Lanjutan) 

Penelitian Terdahulu 

 
No Pengarang

/ 

Tahun 

Judul Penelitian Metode 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

 

3 

Dian 

Sulistyorini 

Wulandari 

(2021) 

Digitalisasi  

Sistem 

Administrasi  

Perpajakan Dan 

Biaya Kepatuhan 

Pajak 

Terhadap 

Kepatuhan Wajib 

Pajak 

Orang Pribadi   

Menggunaka

n metode 

penelitian 

kuantitatif 

Dari hasil penelitian yang 

dilakukan bahwa pengaruh 

penerapan e-filling dan e-

faktur berpengaruh positif 

terhadap pengetahuan pajak. 

Sedangkan dalam penerapan 

e-billing dan biayakepatuhan 

pajak berpengaruh negatif 

terhadap kepatuhan wajib 

pajak orang pribadi.  

4. Muhammad 

Alfin 

Amrullah , 

Saifhul 

Anuar 

Syahdan, 

Gemi 

Ruwanti 

(2021) 

Pengaruh 

Pemahaman 

Perpajakan, 

Pemahaman 

Akuntansi, dan  

Pemanfaatan 

Teknologi Terhadap 

Kepatuhan Wajib 

Pajak (Studi 

Empiris Pada 

UMKM Kabupaten 

Kotabaru) 

Metode 

penelitian 

yang 

digunakan 

yaitu metode 

survei 

Hasil penelitiannya 

menyebutkan bahwa 

pemahaman mengenai 

perpajakan dan pemanfaatan 

tekhnologi informasi 

berpengaruh positif terhadap 

kepatuhan wajib pajak 

UMKM. Sedangkan 

pemahaman akuntansi tidak 

berpengaruh terhadap 

kepatuhan wajib pajak 

UMKM.  

5. Nyoman 

Darmayasa, 

Ni Wayan 

Desy Widhi 

Utami, 

Nyoman 

Mandia 

(2021) 

The Embodiment Of 

Voluntary 

Compliance 

Through 

Understanding Of 

Msmes Tax 

Compliance 

Perception 

Menggunaka

n metode 

penelitian 

kulitatif 

Hasil dari penelitiannya 

menyebutkan bahwa 

pemenuhan kewajiban 

perpajakan UMKM 

dipengaruhi oleh penerapan 

saksi, pemeriksaan pajak, 

pengetahuan dan 

pemahaman perpajakan, 

kepercayaan kepada fiskus, 

sistem perpajakan yang adil 

dan kemudian administrasi 

perpajakan.  
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2.1 (Lanjutan) 

Penelitian Terdahulu 

 
No Pengarang/ 

Tahun 

Judul Penelitian Metode 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

 

 

 

 

7 

Rizky 

Rachmawa, 

Imam Subekti, 

Noval Adib 

(2020) 

The effect of tax 

knowledge on 

relationship of 

procedural justice 

perception towards 

voluntary tax 

compliance mediated 

by trust 

Menggunaka

n metode 

penelitian 

kuantitatif 

Dari hasil penelitian 

yang dilakukan bahwa 

pengaruh penerapan e-

filling dan e-faktur 

berpengaruh positif 

terhadap pengetahuan 

pajak. Sedangkan dalam 

penerapan e-billing dan 

biayakepatuhan pajak 

berpengaruh negatif 

terhadap kepatuhan 

wajib pajak orang 

pribadi.  

8. Redo Alpha 

Hernando, 

Dian 

Wahyudin 

(2020) 

 

Modernisasi 

Administraasi 

Perpajakan dalam 

Rangka Optimalisasi  

Pelayanan Pajak 

Berbasis Digital 

Menggunaka

n metode 

diskriptif 

kulitatif 

Hasil penelitiannya 

mengatakan dengan 

adanya modernisasi 

administrasi perpajakan 

diharapkan adanya 

peningkatan penerimaan 

pajak, dan kemudahan 

dalam pelayanan 

kepada wajib pajak 

akan lebih prima 

sehingga akan 

berpengaruh kepada 

kepatuhan wajib pajak 

dalam melakukan 

kewajiban 

perpajakannya.  

Sumber: Penulis 2022 

 

Dari adanya penelitian tersebut peneliti menyimpulkan beberapa perbedaan 

dan persamaan yang di dapat, melalui beberpa penelitian diatas menunjukkan 

bahwa pengetahuan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 

selain itu juga moderinisasi juga memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib 

pajak. Adapun perbedaan penelitian diatas dengan penulis yaitu, dalam penelitian 

pertama hanya memiliki variabel independen berupa pengetahuan sedangkan dalam 
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penelitian ini penulis menambahkan satu variabel independen berupa digitalisasi 

sistem administrasi perpajakan. Pada penelitian kedua dan ketiga mengukur 

pengaruh digitalisasi terhadap kepatuhan wajib pajak secara umum, sedangkan 

dalam penelitian ini penulis mengukur kepatuhan secara sukarela wajib pajak. Pada 

penelitian ke empat dan ke lima tabel diatas memiliki perbedaan, yaitu dalam 

penggunaan metode penelitian yang dipilih yang menggunakan metode kualitatif 

dalam mengukur kepatuhan wajib pajaknya sedangkan penelitian yang dilakukan 

penulis menggunakan metode kuantitatif dalam mengukur kepatuhan wajib pajak 

secara sukarela.  

Jika dalam penelitian sebelumnya hanya sebatas meneliti tentang 

pengetahuan terhadap kepatuhan wajib pajak sukarela atau digitalisasi terhadap 

kepatuhan wajib pajak secara umum, maka dalam penelitian ini penulis 

mnggabungkan beberapa variabel tersebut yaitu pengetahuan perpajakan dan 

digitalisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak secara 

sukarela dengan menggunakan kepercayaan kepada otoritas pajak sebagai variabel 

mediasinya.  

 

2.2 Kajian Teoritis   

2.2.1 Kerangka Slippery Slope 

Menurut (Khasanah et al., 2019) munculnya teori Slippery Slope karen 

dilatar belakangi bahwa kepatuhan wajib pajak tidak hanya menyangkut faktor 

ekonomi, tetapi juga faktor psikologis sosial. Berdasarkan pembahasan (Albab 

& Suwardi, 2021) yang merujuk pada pernyataan (Kirchler et al.,2008) 

mengatakan bahwa kerangka slipery slope memiliki dua aspek utama dalam 

kepatuhan pajak, yaitu kekuasaan otoritas pajak dan kepercayaan kepada 

otoritas pajak. (Albab & Suwardi, 2021) juga mengatakan dengan adanya 
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pelayanan yang baik yang diberikan oleh otoritas pajak maka wajib pajak akan 

percaya dan akan patuh tanpa paksaan atau secara sukarela.  

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Kerangka Slippery Slope 

Dalam kerangaka slippery slope menggambarkan grafik tiga dimensi, 

yaitu power of authorities, trust in authorities dengan kepatuhannya yang 

terbagi menjadi dua yaitu kepatuhan pajak paksaan (enforced tax compliance ) 

dan kepatuhan pajak sukarela atau voluntary tax compliance.(Hakim et al., 

2017). Dalam Teori Slippey Slope  kepatuhan sukarela lebih cenderung tentang 

bagaimana seseorang membayar pajak karena merasa tanggungjawab dari diri 

sendiri, sedangan kepatuhan pajak dipaksa lebih mengarah kepada seseorang 

akan membayar pajak karena takut akan konsekuensi atau hukuman yang akan 

diterima (Zelmiyanti & Barianto, 2018). Kebijakan dalam meningkatkan 

voluntary tax compliance sangat bergantung pada kepercayaan masyarakat 

pada otoritas pajak (Sholih et al., 2020).  . 

2.2.2 Pengetahuan Pajak 

Pengetahuan pajak merupakan kemampuan seseorang atau wajib pajak 

dalam memahami perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang 

dapat diperoleh melalui pelatihan, sosialisasi atau bahkan melalui 
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pendidikan secara formal (Putra, 2020). Menurut (Rianti & Hidayat, 2021) 

pengetahuan perpajakan berarti memahami ketentuan uum dan tata cara 

perpajakan (KUP), yang meliputi cara penyampaian SPT, Pembayaran, 

tempat pembayaran , denda dan batas waktu pembayaran atau pelaporan 

SPT. Maka dengan adanya pengetahuan atau pemahaman akan hal tersebut 

wajib pajak tidak akan ragu dan bingung dalam memenuhi kewajibannya.  

Semakin tinggi pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan maka 

diharapkan akan mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan 

kewajiban perpajakannya yang akan berdampak pada meningkatnya 

kepatuhan dalam membayar pajak (Handayani et al., 2021). Pengetahuan 

dan pemahaman akan peraturan perpajakan merupakan suatu proses yang 

mana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang pengaplikasian 

pengetahuan perpajakannya untuk membayar pajak (Amrullah, M A, 2020). 

2.2.3 Kepercayaan 

Kepercayaan dalam KBBI berarti keyakinan mengenai kebenaran hal 

yang dipercayai. Yang dimaksud dengan kepercayaan dalam topik perpajakan 

ini yaitu tentag kepercayaan kepada otoritas pajak dengan menganggap benar 

kebijakan yang dilakukan oleh otoritas pajak sehingga akan patuh kepada 

kebijakan yang dibuat (Sholih et al., 2020).  

Dalam masyarakat membayar pajak dilakukan ketika mereka merasa 

memiliki negara serta orang yang ditugaskan dalam mengelola pajak bisa 

dipercaya (Zelmiyanti & Barianto, 2018). Kepercayaan masyarakat terhadap 

pemerintah, khususnya wajib pajak dapat diperoleh dari pelayanan fiskus 
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yang diterima masyarakat yang akan membentuk sikap keyakinan (Albab & 

Suwardi, 2021) . 

2.2.4 Digitalisasi Sistem Administrasi Perpajakan 

Dalam tax reform  yang dilakukan pemerintah salah satunya yaitu 

melakukan modernisasi dalam sistem administrasi perpajakan dari pelayanan 

secara manual beralih menggunakan pelayanan berbasis digital. Hal ini 

bertujuan agar otoritas pajak dapat memberikan pelayanan secara efektif dan 

efisien. Adanya modernisasi administrasi perpajakan berbasis digital  yan 

telah dilakukan oleh DJP sebagai otoritas pajak berupaya mengoptimalkan 

pelayanan, kepatuhan wajib pajak dan integritas otoritas pajak sehingga dapat 

meningkatkan kepercayaan masyarakat (Alpha Hernando & Wahyudin, 

2020). Modernisasi sistem administrasi perpajakan merupakan bentuk inovasi 

yang memiliki fungsi dalam memberikan kemudahan kepada wajib pajak 

dalam menjalankan kewajiban pajaknya (Erna Hendrawati, Mira Pramudianti, 

2018).  

Menurut penjelasan (Ermanis et al., 2021) yang merujuk pada 

pernyataan (Sarunan,2015) menjelaskan tujuan diadakannya digitalisasi 

administrasi perpajakan ialah adanya perbaikan dalam struktur organisasi dan 

memanfaatkan tekhnologi dalam proses pelaksanaan administrasi  

perpajakannya.  

Saat ini salah satu contoh telah diterapkannya digitalisasi sistem 

administrasi perpajakan yaitu wajib pajak dalam melakuakan pengisian Surat 
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Pemberitahuan (SPT) dilakukan secara online dengan menggunakan E- 

Filling. Adanya digitalisasi perpajakan memiliki peran penting dalam sistem 

perpajakan suatu negara, karena adanya administrasi perpajakan yang baik 

dalam pelaksanaan sistem perpajakan diharapkan dapat mengoptimalkan 

penerimaan pajak (Ermanis et al., 2021).  

Dalam bentuk upaya modernisasi yang dilakukan DJP, antara lain 

digitalisasi dalam bentuk e-regrestration yang bertujuan untuk melakuakn 

regrestrasi NPWP secara online, kemudian ada E-Billing untuk membayar 

pajak, dan E-Filling bertujuan dalam melakuakan pelaporan pajak. Maka dari 

adanya moderenisasi administrasi perpajakanmempermudah  wajib pajak 

dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, dan dapat dilakukan 

dimanapun melalui jaringan internet (Putra, 2020) 

2.2 2 Voluntary Tax Compliance 

2.2.5.1 Definisi Voluntary Tax Compliance 

Kepatuhan wajib pajak sukarela atau voluntary tax compliance merupakan 

kepatuhan wajib pajak karena adanya kepercayaan wajib pajak kepada otoritas 

pajak (Hakim et al., 2017). Dalam voluntary tax compliance pengetahuan menjadi 

salah faktor yang mempengaruhi (Handayani et al., 2021).  

2.2.5.2 Faktor Yang Mempengaruhi Voluntary Tax Compliance 

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi voluntary tax compliance yaitu 

adanya pengaruh denda pajak, kepercayaan terhadap otoritas pajak dan keadilan 

prosedural (Ratmono, 2014). Secara rinci dijabarkan sebagai berikut.  
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1. Denda Pajak  

Pemberian sanksi yang berat bagi wajib pajak cenderung efektif dalam 

meningkatkan kepatuhan karena dalam melakukan pelanggaran pajaknya 

menimbulkan ketidaksetujuan moral.  

2. Keadilan Prosedural 

Keadilan prosedural sangat penting dalam melakukan evaluasi terhadap 

tingkat moral otoritas pajak.  Pemberian sanksi yang efektif dan adil akan 

meningkatkan kepatuhan wajib pajak, namun apabila adanya persepsi 

ketidakadilan yang dilakukan otoritas pajak maka akan menurunkan tingkat 

kepercayaan wajib pajak.  

3. Kepercayaan Terhadap Otoritas Pajak 

Kepercayaan terhdap otoritas pajak tidak hanya terkait dengan tingkat 

keadilan prosedural yang dilakukan otoritas pajak. Kepercayaan terhadap 

otoritas pajak juga terkait dengan bagaimana otoritas pajak tersebut dapat 

mengelola administrasi perpajakan yang baik dan berjalan efisen sehingga 

diharapkan dapat mengoptimalkan penerimaan pajak.  

2.2 3 Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) 

2.2.6.1 Definisi UMKM 

Sesuai dengan  peraturan perundang undangan No. 11 tahun 2020, 

penegetian UMKM adalah usaha produktif yang memiliki perorangan maupun 

badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. Penjelasan secara 

rinci tentang UMKM berdasarkan undang-uandang sebagai berikut. 
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• Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perorangan maupun badan 

usaha sesuai dengan kriteria usaha mikro dengan hasil penjualan setiap 

tahunnya paling banyak Rp 1 Milyar 

• Usaha Kecil adalah usaha poduktif yang berdiri sendiri yang dimiliki 

perorangan atau kelompok dengan hasil penjualan bisnis setiap 

tahunnya kisaran Rp 1 Milyar sampai dengan Rp 5 Milyar. 

• Usaha menengah adalah usaha produktif bukan merupakan cabang atau 

pusat dari perusahaan lain dengan hasil penjualan setiap tahunnya 

berkisar Rp 5 Milyar sampai dengan Rp 10 Milyar.  

2.2.6.2  Pajak UMKM 

Perpajakan di Indonesia terus mengalami perubahan, tak terkecuali 

perpajakan bagi UMKM yang telah mengalami perubahan aturan selama sepuluh 

tahun terakhir. Peraturan Pemerintah Nomor  46 Tahun 2013 menegluarkan aturan 

tentang pengenaan pajak penghasilan bersifat final atas penghasilan yang diterima 

atau diperoleh Wajib Pajak. Aturan ini berlaku bagi wajib pajak UMKM yang 

peredaran brutonya tidak melebihi Rp 4,8 Milyar dalam satu tahun pajak, dengan 

tarif 1%. Adanya aturan ini dapat memudahkan administrasi pelaporan dan 

meningkatkan kepatuhan pajak sukarela (Chandrika Aditya, 2020).  

Lima Tahun kemudian pada tahun 2018 perpajakan UMKM di Indonesia 

kembali megalami perubahan, yaitu dengan diterbitkannya PP Nomor 23  Tahun 

2018 tentang perubahan tarif pajak penghasilan. Dengan tarif yang berlaku efektif 

mulai 1 Juli 2018 sebesar 0,5% . Tarif tersebut mengalami penurunan sebesar 0,5% 



   20 

  

 

 

 

dari sebelumnya dengan tarif 1%. Penurunan tersebut bermaksud untuk 

memberikan kemudahan bagi UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajannya.  

Aturan kembali berubah di masa pandemi Covid-19 yang melanda seluruh 

dunia termasuk Indonesia. Dari besarnya dampak yang ditimbulkan dari adanya 

pandemi ini, pemerintah memberikan intensif pajak penghasilan final bagi UMKM 

yang omzetnya tidak melebihi Rp 4,8, milyar dalam setahun. UMKM tidak perlu 

membayar pajak, namun pajak penghasilan dinal ditanggung pemerintah yang 

berlaku selama Masa Pajak April 2020 sampai dengan Desember 2021 (Albab & 

Suwardi, 2021).  

Dalam rangka tax reform ketentuan perpajakan UMKM kembali 

mengalami perubahan. Yaitu dengan di sahkannya Undang-Undang Harmonisasi 

Perpajakan (UU HPP) pada tanggal 29 Oktober 2021. Dalam Peraturan terbaru 

Perpajakan Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang 

Harmonisasi Perpajakan (UU HPP), pajak UMKM kini memiliki batas Penghasilan 

Tidak Kena Pajak (PTKP), pada Pasal 7 Ayat (2a) UU HPP menyebutkan, wajib 

pajak  orang pribadi yang memiliki peredaran  bruto tidak sampai dengan Rp 500 

juta setahun tidak dikenai Pajak Penghasilan dengan tarif 0,5% dari PKP. Jadi setiap 

total omzet yang dimiliki dikurangkan dengan PTKP sebesar Rp 500 juta 

menghasilkan PKP yang nantinya akan dikalikan dengan tarif sebesar 0,5% (UU 

HPP, 2021). Hal ini tentunya sangat menguntungkan bagi pelaku wajib pajak 

UMKM, karena dengan adanya peraturan baru tersebut dirasa lebih adil dan lebih 

meringankan biaya pajak bagi UMKM.  
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2.2.7 Kajian Dalam Prespektif Islam 

2.2.7.1 Pajak Dalam Islam 

Pajak daam prespektif islam merupakan hasil dari ijtihad dari para ulama. 

Secara syariat islam pajak adalah kewajiban yang dapat secara temporer, yang 

diwajibkan oleh para Ulil Amri sebagai kewajiban tambahan setelah zakat yang 

mana dharibah bukan zakat, oleh sebab kekosongan atau kekurangan dari baitul 

mal, dapat dihapuskan apabila baitul mal sudah terisi kembali, diwajibkan hanya 

kepada kaum Muslim yang kaya, dan harus digunakan untuk kepentingan mereka 

(kaum Muslim), bukan kepentingan umum, sebagai bentuk jihad kaum Muslim 

untuk mencegah datangnya bahaya yang lebih besar jika hal itu tidak dilakukan 

(Surahman & Ilahi, 2017). Dengan begitu dapat disimpulakan tujuan pajak yaitu 

untuk membiayai berbagai pos pengeluaran Negara, yang diwajibkan kepada kaum 

muslimin ketika baitul mal dalam kondisi kosong atau tidak mencukupi.  

Pengeluaran yang dimaksudnkan tentunya pengeluaran yang sesuai dengan 

tuntunan islam. Menurut Zallum dalam (Nisa, 2016), ada enam jenis pengeluaran 

yang bisa dibiayai oleh pajak yaitu: 

1. Pembiayaan jihad, pembiayaan jihad yang berkaitan dengannya 

misalnya: pembentukan dan pelatihan pasukan pengadaan senjata dan 

sebagainya. Karena jihad itu merupakan hal wajib bagi kaum muslim 

baik dalam harta maupun jiwa. Allah SWT berfirman dalam QS At-

Taubah ayat 9 yang berbunyi: 

ِ ثمََناً قلَِيۡلًً فصََدُّوۡا عَنۡ سَبِيۡلِه  ا شۡترََوۡا باِٰيٰتِ اللّٰه انوُۡا يعَۡمَلوُۡنَ  اِنَّهُمۡ سَاءَٓ مَا كَ  ِِؕ
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Artinya: 

“Mereka memperjualbelikan ayat-ayat Allah dengan harga murah, 

lalu mereka menghalang-halangi (orang) dari jalan Allah. Sungguh, 

betapa buruknya apa yang mereka kerjakan.” 

2. Pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan industri militer dan industry 

pendukungnya 

3. Pembiayaan untuk para fuqora, orang-orang miskin dan ibnu sabil.  

4. Pembiayaan untuk gaji tentara, hakim, guru dan semua pegawai 

Negara yang bertugas menjalankan peraturan pemerintah serta 

membantu memelihara kemaslahatan ummat. 

5. Pembiayaan dalam pengadaan fasilitas umum yang berperan penting 

dalam masyarakat seperti; jalan umu, sekolah, rumah sakit dll. 

6. Pembiayaan untuk kedaan darurat atau bencana seperti tanah longsor, 

gempa bumi, dan angin topan atau mengusir musuh, seperti yang 

tercantum dalam Qs. Al-Baqarah ayat 219 yang berbunyi: 

 

مَناَفِعُ لِلنَّاسِِۖ وَاِثْمُهُمَآ اكَْبَ  رُ مِنْ ۞ يسَْـَٔلوُْنكََ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِِۗ قلُْ فيِْهِمَآ اِثمٌْ كَبِيْرٌ وَّ

يٰتِ لعَلََّكُ قلُِ ا ەِۗـَٔلوُْنكََ مَاذاَ ينُْفِقوُْنَ نَّفْعِهِمَاِۗ وَيسَْ  ُ لكَُمُ الْْٰ تتَفَكََّرُوْنَ   مْ لْعَفْوَِۗ كَذٰلِكَ يبَُي نُِ اللّٰه  

Artinya:  

“Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. 

Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi 

manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya.” Dan mereka 
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menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah, 

“Kelebihan (dari apa yang diperlukan).” Demikianlah Allah menerangkan ayat-

ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan,” 

 

2.2.7.2 Kepatuhan Pajak Dalam Prespektif Islam 

Melihat dari pengertian pajak yaitu yang bersifat wajib dan dapat dipaksakan 

oleh pemerintah, dengan penerapan Self Asessment System wajib pajak harusnya 

sudah paham bawa pemerintah telah memberikan amanah sepenuhnya kepada 

wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya sendiri yang meliputi 

mendaftar, menghitung, membayar dan melaporkannya (Tyasminingsih, 2016) . 

Kepatuhan dalam islam memiliki tingkatannya tersendiri seperti dalam Al-

Qur’an surat An-Nisa’ ayat 59 yang berbunyi: 

سُوْلَ وَاوُلِى الْْمَْرِ مِنْكُمْْۚ فاَِنْ تنَاَزَعْتُ  َ وَاطَِيْعوُا الرَّ ا اطَِيْعوُا اللّٰه مْ فِيْ شَيْءٍ  يٰآيَُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنوُْٓ

ِ وَالْيَوْمِ ا سُوْلِ انِْ كُنْتمُْ تؤُْمِنوُْنَ باِللّٰه ِ وَالرَّ احَْسَنُ تأَوِْيْلًً فَرُدُّوْهُ الَِى اللّٰه خِرِِۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّ لْْٰ  ࣖ  

Artinya: 

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul 

(Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, 

jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah 

(Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari 

kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” 

 Dalam ayat ini mengatakan bahwa selain taat kepada Allah SWT dan 

Rasulnya, maka kita kaum mukmin taat kepada para pemimpin yang adil. Taat 
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kepada pemimpin artinya disini adalah taat kepada pemerintah yang mengatur 

urusan bernegara. Adapun dalam hal kepatuhan kepada pemerintah berupa 

peraturan perpajakan, sepajang peraturan tersebut tidak menyimpang dari perintah 

Allah maka diwajibkan pula untuk melaksanakan kewajiban membayar pajak sama 

seperti menjalankan perintah zakat.  

2.2.7 3 Digitalisasi Dalam Prespektif Islam  

Era digital merupakan kondisi dimana setiap orang dapat mengakses berbagai 

jenis infomasi secara daring atau melalui jaringan, yang mana secara bebas ada 

dalam dunia maya yang dapat memudahkan siapapun untuk mengaksesnya tanpa 

adanya batasan (safrawali, 2021).  

Dalam bidang keagamaan digitalisasi memberikan gagasan tertentu yang 

membentuk sebua pemikiran yang tertanam dalam pemahaman masyarakat. 

Teknologi informasi juga menjadi salah satu alat dalam mendekatkan diri kepada 

Allah dan sekaligus sebagai sarana untuk menjalankan misi sebagai khalifatullah 

fil ardl, yaitu untuk mewujudkan kedamaian dan rahmat bagi seluruh alam 

(Miftahulhaq, 2021). Oleh karena itu penggunaan teknologi informasi di era digital 

harus tetap disandarkan terhadap petunjuk Allah SWT yang tercantum dalam Al-

Quran. (Miftahulhaq, 2021) juga mengemukakan tiga petunjuk yang ada dalam Al-

Qur’an diantaranya yaitu: 

1. Adanya kewajiban untuk melakukan tabayyun terhadap berbagai berita yang 

diterima sesuai dengan Qs. Al-Hujurat Ayat 6 

2. Larangan menghina, mencemooh dan mengakui adanya perpedaan Qs. Al-

Hujurat Ayat 11-13 
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3. Larangan mengikuti faham atau pemikiran tanpa adanya pengetahuan atas 

faham atau pemikiran tersebut dalm hal konteks agama, sesuai yang tertera 

dalam Qs Al-Isra’  Ayat 36.  

Agama Islam menaruh perhatian yang besar dalam perkembangan teknologi 

dengan menempatkan informasi sebagai bagian penting dalam karakter yang 

melekat pada diri setiap individu, sehingga segala persoalan yang terkait dengan 

informasi harus dapat dipertanggungjawabkan oleh manusia, baik secara vertikal 

kepada Allah SWT maupun secara horizontal antara sesama manusia (Utomo, 

2020). 

 

2.3 Kerangka Konseptual 

Dalam penelitian ini yang berkaitan tentang pengetahuan perpajakan, 

kepercayaan dan digitalisasi administrasi perpajakan, penulis merumuskan 

kerangka berpikir sebagai berikut:  

Gambar 2.2 

Kerangka Konseptual 
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2.4 Hipotesis   

2.4.1 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Voluntary Tax Compliance 

Pengetahuan pajak menjadi salah satu faktor penting dalam menjalankan 

voluntary tax compliance. Hal ini dikarenakan dalam sistem pemungutan pajak 

yang di gunakan di Indonesia yaitu self assessment system setiap wajib pajak 

dituntut untuk melakuan perhitungan, pelaporan, dan pembayaran sendiri. Oleh 

karenanya sangat diperlukannya pengetahuan perihal tata cara perpajakan 

dalam sistem self assessment system. (Muti’ah dan Anwar, 2021) mengatakan 

seseorang akan cenderung patuh terhadap peraturan perpajakan apabila 

mempunyai pengetahuan tentang perpajakan, sedangkan keterbatasan dalam 

pengetahuan perpajakan akan menjadi kendala bagi wahib pajak dalam 

menjalankan kewajiban perpajakannya.  

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan terkait dengan 

pengetahuan pajak yang dilakukan oleh (Erna Hendrawati, Mira Pramudianti, 

2018) (Pambudi, 2019)  (Viva et al., 2019) (Putra, 2020), (Handayani et al., 

2021), (Amrullah, M A, 2020) yang keseluruhan penelitiannya menunjujukkan 

adanya pengaruh antara pengetahuan pdan pemahaman perpajakan terhadap 

kepatuhan wahib pajak.  

Dalam social learning theory  dapat menjelaskan tentang perilaku 

kepatuhan pajak salah satunya dipengaruhi oleh pengetahuan, dengan 

menggambarkan proses seseorang belajar perilaku dengan mengamati orang 

lain atau secara langsung, untuk memberikan informasi bagi seseorang  

sehingga menjadi pengetahuan bagi orang tersebut (Albab & Suwardi,2021). 

Seseorang akan melihat bagaimana orang lain melakukan kewajiban 

perpajakannya. Menurut (Albab & Suwardi, 2021) proses retensi terjadi ketika 

seseorang seseorang secara sukarela mencari informasi lebih lanjut tentang 



   27 

  

 

 

 

undang-undang perpajakan. Dengan proses tersebut maka akan menimbulkan 

motivasi bagi seseorang untuk mematuhi peraturan perpajakannya jika wajib 

pajak merasakan manfaatnya. Sebagai pemisalan ketika sebelumnya pajak final 

UMKM dikenakan bagi usaha yang omzetnya lebih dari Rp 4,8 milyar maka 

pada peraturan terbaru ditetapkan PTKP sebesar Rp 500 juta dengan tarif yang 

dikalikan degan hasil pengurangan antara jumlah omzet dengan PTKP. Tentu 

saja dalam hal ini berpihak kepada pelaku UMKM dengan harapan semakin 

maju. Apabila wajib pajak mempunyai pengetahuan yang baik tentang 

peraturan perpajakan, maka wajib pajak akan patuh secara sukarela. Wajib 

pajak akan sadar cera hukum perpajakan ketika pengetahuan mengenai 

perpajakannya memadai. Bedasarkan hal tersebut maka peneliti merumuskan 

hipotesis sebagai berikut:  

H1 : Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap Voluntary tax 

compliance 

2.4.2 Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepercayaan Pada Otoritas 

Pajak 

Literatur yang membahas pengaruh pengetahuan terhadap kepercayaan 

khususnya pajak masih terbatas. Studi yang ada meneliti lebih banyak sistem 

informasi. Pengetahuan merupakan salah satu faktor penting yang 

mempengaruhi tingkat kepercayaan. pengetahuan perpajakan memiliki peran 

penting dalam  meningkatkan kepercayaan kepada otoritas pajak. Wajib pajak 

yang memahami bagaimana proses penerimaan pajak, pengelolaan pajak, dan 

pelayanan yang dapat dinikmati masyarakat luas dari pajak akan 

menumbuhkan kepercayaan kepada otoritas pajak (Albab & Suwardi, 2021). 

Wajib pajak tidak khawatir otoritas pajak akan menyalahgunakan pajak yang 



   28 

  

 

 

 

telah dibayarkan sebelumnya. Berdasarkan hal tersebut, hipotesis yang 

diajukan dalam penelitian ini adalah:  

H2 : Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap 

Kepercayaan pada otoritas pajak 

2.4.3 Pengaruh Digitalisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap 

Voluntary Tax Compliance 

Sebagai salah satu bentuk tax reform pemerintah melakukan 

modernisasi administrasi perpajakan dengan melakuakan sebagian bentuk 

pelayanannya yang berbasis digital. Dalam rangka digitalisasi administrasi 

perpajakan ini pemerintah melalui DJP sebagai otoritas pajak mengeluarkan 

beberapa e-sistem diantaranya yaitu e-regestration dan e-filling.   

Sistem administrasi perpajakan modern memiliki pengaruh positif dan 

signifikan dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi 

(Septriliani & Ismatullah, 2021). Penggunaan e-filling dalam bentuk 

digitalisasi sitem administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap 

kepatuhan wajib pajak (Wulandari, 2021). Dengan adanya e-regestration 

pendaftaran wajib pajak untuk mendapatkan NPWP berjalan lebih mudah dan 

lebih efetif, efisien sehingga mempermudah tugas DJP sebagai otoritas pajak 

dalam mengurus permohonan pembuatan NPWP (Alpha Hernando & 

Wahyudin, 2020).  

Dengan kemudahan sistem perpajakan yang disediakan otoritas pajak 

diharapkan mempengaruhi kepatuhan sukarela wajib pajak. misalkan dalam 

proses pembayaran dan pelaporan yang mudah dilakukan cenderung 

menggugah minat wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya 

(Putra, 2020). Dengan adanya kemudahan yang disediakan menimbulkan 

kecenderungan seorang wajib pajak akan lebih senang hati dalam 

menjalankan kewajiban perpajakannya, dengan kata lain wajib pajak 

menjalankan kewajibannya secara sukarela. Oleh karena itu dalam penelitian 

ini menggunakan hipotesis sebagai berikut:  
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H3: Digitalisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif 

terhadap voluntary tax compliance. 

2.4.4 Pengaruh Digitalisasi Sistem Adminisrasi Pajak Terhadap Kepercayaan 

Pada Otoritas Pajak  

Kepercayaan menjadi salah satu  aspek yang membangun kehidupan 

sosial sebgai elemen dari realitas sosial. Dalam hal uang, apabila seseorang 

merasa percaya pada orang lain maka akan gampang memberikan uangnya 

(Zelmiyanti & Barianto, 2018). Hal ini juga bisa berlaku pada pemerintahan, 

apabila masyarakat percaya pada lembaga pemerintahan sebagai otoritas 

pajak. Dengan adanya Digitalisasi perpajakan pemerintah akan lebih 

memberikan kemudahan dalam hal pelayanan terhadap wajib pajak.  

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Regita et al., 2022) 

mengemukakan hasil bahwa kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan pemahaman 

intensif pajak dan dapat mempercai pemerintah akibat dampak Covid-19. 

Kepercayaan terhadap otoritas pajak dapat memodernisasi interaksi antara 

potensi pemeriksaan pajak dan kepatuhan pajak sukarela (Khasanah et al., 

2019)  . Terutama ditengah pandemi ini pelayanan administrasi perpajakan 

menggunakan sistem digital memudahkan para wajib pajak dalam 

menjalankan kewajiban perpajakannya. Berdasarkan hal tersebut maka dalam 

penelitian ini dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H4 : Digitalisasi Sistem Administrasi Pajak berpengaruh positif 

terhadap kepercayaan pada otoritas pajak 

2.4.5 Pengaruh Pengetahuan Terhadap Voluntary Tax Compliance Dengan 

Kepercayaan Sebagai Mediasi 

Pengetahuan perpajakan memiliki korelasi positif dengan kepatuhan 

wajib pajak sukarela mealui kepercayaan (Albab & Suwardi, 2021). Adanya 

digitalisasi sebagai bentuk usaha peningkatan pelayanan terhadap wajib 

pajak. Pelayanan yang baik diharapkan dapat meningkatkan  kepercayaan 

terhadap otoritas pajak  dan dengan demikian akan berdampak dapada 
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kepatuhan wajib pajak sukarela (Albab & Suwardi, 2021). Hal ini sejalan 

dengan keyakinan wajib pajak bahwa fiskus memungut dan mengelola pajak 

dengan baik  dengan didukung sistem digital yang ada. baik. Wajib Pajak 

memahami bagaimana prosedur pembayaran pajak penghasilan dialokasikan 

untuk program pemerintah. Oleh karena itu, wajib pajak akan mempercayai 

otoritas pajak, dan wajib pajak akan meningkat. Hal ini dikarenakan wajib 

pajak tidak khawatir otoritas pajak akan menyalah gunakan pajak yang telah 

dipercaya. Dengan demikian Wajib Pajak yang akan bertambah seiring 

dengan tingginya pengetahuan dan kepercayaan fiskus berdasarkan hal 

tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah: 

H5: Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif terhadap Voluntary 

tax compliance yang dimediasi oleh  kepercayaan. 

2.4.6 Pengaruh Pengaruh Digitalisasi Sistem Administrasi Terhadap 

Voluntary Tax Compliance Dengan Kepercayaan Sebagai Mediasi  

 Pajak berupaya untuk mengoptimalkan pemberian pelayanan, 

kepatuhan wajib pajak dan integritas otoritas pajak sehingga dapat 

meningkatkan kepercayaan masyarakat (Alpha Hernando & Wahyudin, 

2020). Semakin tingginya tingkat kepercayaan masyarakat pada otoritas 

pajak diprediksi  akan mempengaruhi tingkat voluntary tax compliance. 

Dari prediksi hubungan antara digitalisasi perpajakan, kepercayaan pada 

otoritas pajak dan tingkat voluntary tax compliance maka dapat 

disimpulkan hipotesis sebagai berikut 

H6 : Pengaruh Digitalisasi Perpajakan Terhadap Voluntary Tax 

Compliance Dengan Dimediasi Kepercayaan 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan 

asosiatif. Tujuan dari penelitian asosiatif yaitu  mendapatkan pengaruh sebab 

maupun akibat dari variabel yang diujikan baik variabel dependen mauun  

independen  (Sugiono,2006). Penelitian diskriptif kuantitatif merupakan penelitian 

yang bertujuan untuk mendeskripsikan suatu fenomena, gejala peristiwa, dan 

kejadian secara faktual secara akurat karena menjelaskan fenomena tersebut 

menggunakan angka (Lolowang et al., 2022). 

3.2 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Jawa Timur. Alasan mengambil lokasi 

ini dikarenakan pelaku Wajib Pajak UMKM di Jawa Timur sebagai objek 

penelitiannya. Selain itu dipilihnya lokasi penelitian ini karena adanya 

keterjangkauan peneliti sehingga dapat mempermudah dalam melakukan 

penelitian. 

3.3 Populasi dan Sampel 

Menurut Sugiyono (2018), populasi ialah wilayah dari generalisasi yang 

terdiri dari objek atau subjek yang memiliki kualitas serta karakteristik tertentu 

yang telah ditetapkan oleh peneliti itu sendiri agar bisa dipelajari dan akhirnya 

bisa ditarik sebuah kesimpulan. Populasi pada penelitian ini terdiri dari seluruh 

karyawan pada CV. Cahaya Mustika Malang yang berjumlah 35 orang. 
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Populasi menurut (Sugiono,2017 ) adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas objek atau subjek yang memepunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudia ditarik 

kesimpulan. Sedangkan sampel menurut Sugiono adalah bagian dari jumlah 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.  

Populasi dalam penelitian ini sebanyak 780 Pelaku usaha yang menjadi 

anggota forum IKM dan telah memiliki NPWP. Forum IKM JATIM yaitu 

forum yang menaungi para pelaku usaha UMKM yang tersebar dalam 33 

Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur. dan Dengan pengambilan sampel 

sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. 

3.4 Teknik Pengambilan Sampel  

Teknik pengambilan sampel sebagai data yang akan diolah oleh peneliti 

adalah teknik purposive sampling yaitu tekhnik penentuan sample dengan 

menggunakakan adanya pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2017). Kriteria yang 

digunakan dalam pengambilan sampelnya adalah (1) Pelaku Usaha yang tergabung 

kedalam anggota Forum IKM Jaawa Timur (2) Memiliki Omzet dibawah 4,8 milyar 

rupiah (3) Memiliki NPWP. Penggunaan rumus slovin dalam penelitian ini dengan 

tingkat margin eror 5%, maka dapat dilakukan perhitungan sebagai berikut; 

n = N/(1+Ne2) 

= 780 / (1 + (780 x (5%)2) 

= 780/ (1 + 1,95) 

= 780 / 2,95 

= 264,64  
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= 264 (dibulatkan) 

Maka dari hasil perhitungan tersebut diperoleh sample sebanyak 264 

responden. 

3.5 Data dan Jenis Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Menurut 

(Sugiono, 2017) data primer merupakan sumber data dengan langsung 

memberikan data kepada pengumpul data. Menurut (Viva et al., 2019) data 

primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber pertama di lokasi 

penelitian atau objek penelitian.  

Dalam penelitian ini dilakukan dengan peneyebaran kuesioner dengan 

membagikan pertanyaan dengan jawaban mengacu pada sekala likert. 

Kuesioner yang dibuat untuk penelitian ini responden diminta untuk memilih 

opsi pada skala likert dengan memilih tingakatan skor 1-5 

Skor 1 = Sangat Tidak Setuju (STS) 

Skor 2 = Tidak Setuju (TS) 

Skor 3 = Netral (N) 

Skor 4 = Setuju (S) 

Skor 5 = Sangat Setuju (SS 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dengan melakukan survei dengan menyebarkan 

kuisoner yang didistribusikan kepada Anggota Forum IKM Jatim . Tekhnik survei 

yang dilakukan dengan self-administrered survei. Menurut (Hartono,2017)  tekhnik 

survei dimana metodenya dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang 
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diajukan ke masing masing responden. Survei yang disebarkan berbentuk kuisioner 

melalui Google From. Metode ini dipilih karena kuisoner merupakan mekanisme 

pengumpulan data yang efisien ketika penelitian bersifat deskriptif atau 

eksplanatori. Penggunaan Google From sebagai medianya karena penggunaan 

media online lebih memprmudah peneliti dalam memperoleh data di tenggah 

pandemi Covid-19. 

3.1  Definisi Oprasional Variable 

3.7.1 Variabel Independen 

Variabel independen yang sering disebut dengan valiabel stimulus, prediktor 

atau actcendent. Dalam bahasa indonesia disebut variabel bebas. Variable bebas 

merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya 

atau timbulnya variabel terikat (Sugiono, 2017). Dalam penelitian ini variabel 

independen yang diginakan yaitu Pengetahuan Perpajakan dan digitalisasi sistem 

administrasi perpajakan . 

Tabel 3.1 

Variabel Independen 

No Variabel Indikator Item/Pertanyaan 

1. Pengetahuan 

Perpajakan 

Pengetahuan mengenai 

ketentuan umum dan 

tatacara perpajakan 

Saya sudah memahami  

tentang ketentuan umum 

dan tata cara perpajakan 

Pengetahuan mengenai 

fungsi perajakan  

Saya memiliki pemahaman 

mengenai fungsi 

perpajakan 

Mengetahui mengenai 

sistem perpajakan 

Saya menegetahui tentang 

sistem perpajakan yang 

sedang berlau saat ini 

Mengetahuai 

mengenai peraturan 

terbaru perpajakan 

Saya mengetahui mengenai 

update terbaru peraturan 

perpajakan 
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2. Digitalisasi 

Sistem 

Administrasi 

Perpajakan 

 

Tujuan penerapan  e-

regestration & e-

filling 

• Dengan adanya e-reg 

dan e-filling 

mempermudah saya 

dalam melakukan 

regestrasi NPWP dan 

melakukan pelaporan 

SPT 

• Dengan adanya e-

regestration dan e-

filling data perpajakan 

WP dapat terorganisir 

dengan baik dan 

sistematis 

Pemahaman 

penggunaan e-

regestration dan e-

filling  

• Saya telah memahami 

manfaat dan tujuan 

penerapan e-

regestration dan e-

filling  

Kendala dalam 

Penerapan e-

regestration dan e-

filling  

• Saya Mengalami 

kendala dalam 

menggunakan media 

elektronik 

• Saya Memiliki kendala 

dalam koneksi internet 

Keakuratan dan 

efisiensi penggunaan  

e-regestration dan e-

filling 

• Dengan adanya e-

regestration dapat 

menghemat waktu 

dalam melakukan 

pendaftaran 

• Dengan adanya e-filling  

dapat menghemat biaya 

waktu dan tenaga yang 

dibutuhkan  pada saat 

pelaporan pajak 

  Sumber: Modifikasi dari(Tyasminingsih, 2016) 

3.7.2 Variable Mediasi 

Variable mediasi adalah variable yang secara teoritis mempengaruhi 

hubungan antara variable independen dengan variable dependen menjadi hubungan 

yang tidak langsung dan tidak dapat di amati dan di ukur (Sugiono 2017). Dalam 

penelitian ini menggunakan kepercayaan sebagai variabel mediasi.  
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Tabel 3.2 Variabel Mediasi 

  Sumber: Modifikasi dari (Akbar, 2020) 

3.7.2 Variable Dependen 

Variabel dependen menurut (Sugiono,2018) yaitu variabel yang dipengaruhi 

atau menjadi akibat karena adanya variabel independen. Dalam penelitian ini 

variabel dependen yang diteliti adalah kepatuhan sukarela wajib pajak .  

Tabel 3.3 

Variabel Dependen 

No Variabel Indikator Item/Pertanyaan 

1. Voluntary tax comlpiance 

 

Wajar untuk 

dilakukan 

Bagi saya membayar 

pajak merupakan hal 

yang biasa dan wajar 

dilakukan   

Tanpa adanya 

paksaan 

Saya membayar pajak 

tanpa ada paksaan 

No Variabel Indikator Item/Pertanyaan 

 Kepercayaan Kepada Otoritas 

Pajak 

Percaya 

keputusan 

otoritas pajak 

Saya  percaya dengan 

keputusan perubahan 

tarif dapat menaikkan 

wajib pajak dan 

menaikkan 

penerimaan pajak 

Respek 

terhadap 

keputusan 

Saya memiliki respek 

yang tinggi terhadap 

keputusan otoritas 

pajak 

Percaya 

terhadap 

kinerja otoritas 

pajak 

Pejabat pajak atau 

fiskus melakukan 

pekerjaannya secara 

profesionalisme dan 

berdedikasi 

Otoritas pajak 

dianggap tahu 

hal yang 

terbaik 

Saya percaya otoritas 

pajak tahu hal yang 

terbaik dan tanpa 

perlu campur tangan 

UMKM dalam 

urusan peraturan 

pajak.  
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Kemudahan  Saya merasa lebih 

senang membayar pajak 

dengan tarif lebih rendah 

dan pelayanan yang 

mudah 

Ingin 

berkontribusi 

Saya ingin berkontribusi 

dan mendukung negara 

dalam penerimaan pajak 

negara 

Sumber: Modifikasi dari (Kristina Wada Betu dan Susi Dwi Mulyani, 2020) 

 

3.2 Tekhnik Analisis Data 

Menurut (Sholihin dan Ratmono,2013) dalam (Albab & Suwardi, 2021) 

mengatakan SEM merupakan alat analisis multivariant dalam ilmu-ilmu sosial 

untuk menganaisis beberapa variabel penelitian. SEM sendiri dibagi menjadi dua 

jenis yaitu SEM berbasis kovarians CB-(SEM ) dan berbasis varians atau Partial 

Least Squares (SEM-PLS). Dalam penelitian ini menggunakan Structural Eqyation 

Modelling (SEM-PLS). Dengan dua tahap untuk menguji model, yang pertama 

mengestimasi model pengukuran (outer model) dan model strutural (inner model). 

SEM memiliki tingkat fleksibilitas yang lebih tinggi pada penelitian yang 

menghubungkan antara teori dan data, serta mampu melakukan analisis jalur (path) 

dengan variabel laten sehingga sering digunakan oleh peneliti yang berfokus pada 

ilmu sosial.  Partial Least Square (PLS merupakan metode analisis yang cukup kuat 

karena tidak didasarkan pada banyak asumsi. Data juga tidak harus berdistribusi 

normal multivariate (indikator dengan skala kategori, ordinal, interval sampai ratio 

dapat digunakan pada model yang sama), sampel tidak harus besar (Gozali, 2012). 

Partial Least Square (PLS) selain dapat mengkonfirmasi teori, namun jugam untuk 
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menjelaskan ada atau tidaknya hubungan antar variabel laten. Selain itu PLS juga 

digunakan untuk mengkonfirmasi teori, sehingga dalam penelitian yang berbasis 

prediksi PLS lebih cocok untuk menganalisis data. Partial Least Square (PLS juga 

dapat digunakan untuk menjelaskan ada tidaknya hubungan antar variabel laten. 

Partial Least Square (PLS) dapat sekaligus menganalisis konstruk yang dibentuk 

dengan indikator refleksif dan formatif. Hal ini tidak dapat dilakukan oleh SEM 

yang berbasis kovarian karena akan menjadi unidentified model. Pemilihan metode 

Partial Least Square (PLS) didasarkan pada pertimbangan bahwa dalam penelitian 

ini terdapat 4 variabel laten yang dibentuk dengan indikator refleksif  dan varaibel 

diukur dengan pendekatan refleksif second order factor. Model refleksif 

mengasumsikan bahwa konsruk atau variabel laten mempengaruhi indikator, 

dimana arah hubungan kausalitas dari konstruk ke indikator atau manifest (Ghozali, 

2012). 

Jenis penelitian berdasarkan kedalaman analisis data pada  penelitian  ini  

termasuk  dalam  penelitian  explanatory  yaitu  melakukan  uji   hipotesis   ada   

tidaknya  hubungan  atau  pengaruh  antara  variabel  independen  (X)   dengan   

variabel  dependen (Y). Pada penelitian ini terdapat dua konstruk eksogen dan satu 

konstruk endogen serta satu mediasi. Konsruk eksogen  merupakan  konstruk yang  

tidak diprediksi  oleh  konstruk lain dalam model dan biasa disebut juga dengan 

variabel independen (X) meliputi:  

1. Pengetahuan Perpajakan (X1) 

2. Digitalisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X2) 
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Sedangkan  konstruk endogen  merupakan  konstruk  yang  diprediksi  oleh 

satu atau beberapa  konstruk eksogen  dan  hanya  dapat  berhubungan  kausal 

dengan  konstuk  endogen  dan  biasa  disebut  dengan  variabel  dependen  (Y) 

yaitu Voluntary Tax Compliance (Y) dan variabel mediasi Kepercayaan pada 

otoritas pajak (Z) 

Pendekatan untuk menganalisis second order factor adalah menggunakan 

repeated indicators approach atau juga dikenal dengan hierarchical component 

model. Walaupun pendekatan ini mengulang jumlah variabel manifest atau 

indikator, namun demikian pendekatan ini memiliki keuntungan karena model ini 

dapat diestimasi dengan algoritma standar PLS (Ghozali, 2012) 

Setelah data dari kuisoner terkumpul, maka langkah selanjutnya yaitu 

dilakukan analisis dengan dua tahap yaitu: Pertama menilai outer model  atau model 

pengukuran. Kedua, Inner Model atau model struktural.  

3.8.1 Model Pengukuran atau Outer Model 

3.8.1.1. Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk menilai sah atau tidaknya suatu kuesioner. 

Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan kuesioner tersebut mampu 

mengungkapkan suatu yang diukur oleh kuesioner tersebut.  Pengujian validitas 

diterapkan terhadap seluruh item pertanyaan yang ada pada setiap variabel yang 

digunakan. Terdapat beberapa tahap pengujian yang akan dilakukan yaitu melalui 

Uji validitas  diantaranya yaitu uji validitas konstruk dengan melihat nilai loading 
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factor, dan uji validitas deskriminan dilahat dari nilai cross loading atau akar AVE 

dan korelasi variabel laten.  

a. Uji Validitas Konstruk 

Dengan nilai loading factor  

b. Uji Validitas Diskriminan 

Uji validitas ini menjelaskan apakah dua variabel cukup berbeda satu sama 

lain. Uji validitas diskriminan dapat terpenuhi apabila nilai korelasi variabel 

ke variabel itu sendiri lebih besar jika dibandingkan dengan nilai korelasi 

seluruh variabel lainya. Selain itu cara lain untuk memenuhi uji validitas 

diskiriminan dapat dilihat pada nilai cross loading, apabila nilai cross loading  

setiap item pernyataan variabel ke variabel itu sendiri lebih besar dari  nilai 

korelasi item pernyataan ke variabel lainya (Ghozali, 2012). Nilai Indikator 

pada cross loading harus lebih tinggi dari Indikator lainnya atau diatas >70 

(Nuryanti, 2020).  Average Variance Extrated (AVE) dalam jenis uji validitas  

ini yaitu dengan menilai validitas dari item pertanyaan dengan melihat nilai 

average variance extracted (AVE). AVE merupakan persentase rata- rata 

nilai variance extracted (AVE) antar item pertanyaan atau indikator suatu 

variabel yang merupakan ringkasan convergent indicator. Untuk persyaratan 

yang baik, jika AVE masing-masing item pertanyaan nilainya lebih besar dari 

0.5 (Ghozali, 2012). 

3.8.1.2 Reabilitas 

Secara umum reliabilitas didefinisikan sebagai rangkaian uji untuk menilai 

kehandalan dari item-item pernyataan. Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur 
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konsistensi alat ukur dalam mengukur suatu konsep atau mengukur konsistensi 

responden dalam menjawab item pernyataan dalam kuesioner atau instrumen 

penelitian. Sebagai syarat dikatakan memiliki Realibilitas dapat diukur dengan 

melihat nilai cronbach’s alpha dengan niai diatas 0,50-0,60 dan compoosite 

reability diatas 0,60 (Nuryanti, 2020).  

3.8.2 Model Struktural atau Inner Model 

Inner model menggambarkan hubungan antara variabel laten berdasarkan 

pada teori substantif. Model struktural dievaluasi dengan menggunakan R-square 

untuk variabel  dependen, Stone-Geisser Q-square test untuk predictive elevance 

dan uji t serta signifikansi dari koefisien parameter jalur struktural. Dalam menilai 

model dengan PLS dimulai dengan melihat R-square untuk setiap variabel laten 

dependen. Interpretasinya sama dengan interpretasi pada regresi.  

Perubahan nilai R-square dapat digunakan untuk menilai pengaruh variabel 

laten independen tertentu terhadap variabel laten dependen apakah mempunyai 

pengaruh yang substantif (Ghozali, 2012).  

Pada Koefisien   Determinasi   (R2) merupakan suatu nilai yang menunjukkan 

besarnya hubungan atau korelasi antar variabel. Nilai R-Squared  berkisar  antara 0 

< R2 < 1 dimana semakin mendekati 1 maka semakin memiliki  hubungan  yang  

kuat,   demikian   pula   sebaliknya.   Koefisien determinasi yang digunakan 

merupakan nilai adjusted R square karena lebih dapat di percaya dalam 

mengevaluasi model regresi, nilai adjusted  R  square  dapat naik atau turun apabila 

suatu variabel independen di tambahkan ke dalam model (Nuryanti, 2020).  
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3.8.3 Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis menggunakan analisis full model structural equation 

modeling (SEM) dengan smart PLS. Dalam full model structural equation modeling 

selain mengkonfirmasi teori, juga menjelaskan ada atau tidaknya hubungan antara 

variabel laten (Ghozali, 2012).  

Pengujian hipotesis dengan melihat nilai peritungan Path Coefisien  pada 

pengujian  inner model. Hipotesis dikatakan diterima apabila nilai T statistik lebih 

besar dari T tabel 1,96 (α 5%) yang berarti apabila nilai T statistik setiap hipotesis 

lebih besar dari T tabel maka dapat dinyatakan diterima atau terbukti. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1  Gambaran Umum Forum IKM Jawa Timur 

 Forum IKM Jatim Adalah suatu forum yang didirikan oleh Syarief 

Mohammad Oskar pada tahun 2015, dengan nama awal Forum UKM. Seiiring 

berkembangnya waktu, semakin banyak para pelaku UMKM yang sudah 

memiliki usaha tetap dan berkembang dengan modal besar ingin mendaftarkan 

diri untuk bergabung kedalam forum ini. Sehingga pada bulan Mei 2016 berubah 

dari Forum UKM menjadi Forum IKM yaitu Forum Industri Kecil menengah, 

sehingga di spesifikkan bagi pelaku usaha Industri Kecil. Kemudian pada tanggal 

3 Mei 2016 didaftarkan ke Keminkumham untuk pembentukan forum bernama 

Forum IKM Jawa Timur. Forum IKM Jawa Timur sendiri menaungi sebanyak 28 

Kabupaten dan Kota. Pada setiap Kabupaten dan Kota memiliki kepengurusan 

kurang lebih sebanyak sepuluh pengurus dengan jumlah anggota mencapai 100-

200 orang. Disisi lain Forum IKM Jatim sebagai suatu wadah yang menjembatani 

dalam melakukan edukasi, pengembangan wirausaha, penguatan pemberdayaan 

ekonomi, penguatan usaha untuk meningkatkanpemasaran para anggota Forum 

IKM Jatwa Timur. Semua anggota Forum IKM Jawa Timur diwajibkan sudah 

memiliki Surat Izin Usaha dan belakukan kegiatan rutin usaha atau dalam kata 

lain bukan bentuk usaha musiman. Forum IKM Menaungi para pelaku usaha yang 

melakukan kegiatan produksinya sendiri baik du rumah maupun di pabrik, tidak 

repacking atau melakukan pembelian di luar.  
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4.2 Struktur Organisasi Forum IKM Jawa Timur 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Struktur Organisasi 

Setiap aerah memiliki kepengurusan masing masing pada setip kabupaten 

dan kota dengan memiliki topoksi masing masing untukn menjaga kerahasian 

masing masing anggotanya.  

 

4.2 Model Pengukuran (Outer Model) 

4.5.1 Uji Validitas 

4.5.1.1 Uji Validitas Konvergen 

Uji validaitas data terdiri dari dua tahap pengujuan yaitu uji validitas 

konvergen dan uji validitas deskriminan, dari hasil pengujian pada 

penelitian ini  akan dijelaskan dalam tabel dibawah ini 
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Tabel 4.1 

Nilai Loading Factor  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Output Smart PLS 3.0. 

  

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat nilali loading factor  pada 

variabel X1 Pengetahuan Perpajakan pada setiap indikatornya > 0,6, nilai 

tersebut sudah memenuhi validitas konvergen untuk masing-masing 

indikatornya. Pada variabel X2 Digitalisasi Perpajakan tersisa 5 indikator 

yaitu X2.1, X2.2, X2.3, X2.6 dan X2.7. Sedangkan untuk indikator X2.4 

dan X2.5 harus di keluarkan dari model dikarenakan memiliki nilai outer 

loading < 0,6. Pada variabel Y Kepercayaan pada otoritas pajak memiliki 

nila loading factor untuk setiap indikatornya diatas 0,6. Dan untuk variabel 

Z voluntary tax compliance  memiliki nilai loading factor > 0,6. Nilai -nilai 

yang telah diuji tersebut sudah memenuhi uji validitas konvergen. Maka dari 

itu dapat disimpulan bahwa keberadaan indikator-indikator dalam penelitian 

Indikator X1 X2 Y Z 

X1.1 

X1.2 

X1.3 

X1.4 

0,774 

0,814 

0,764 

0,768 

   

X2.1 

X2.2 

X2.3 

X2.6 

X2.7 

 0,703 

0,818 

0,712 

0,723 

0,732 

  

Y1 

Y2 

Y3 

Y4 

Z1 

Z2 

Z3 

Z4 

  0,759 

0,781 

0,774 

0,772 

 

 

 

 

0,843 

0,834 

0,720 

0,760 
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ini sudah valid dan dapat diterima sebagai variabel pengukur penelitian. 

Dibawah ini merupakan model yang dihasilkan setelah melakukan drop 

pada beberapa indikator.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2. Path Model 

4.5.1.2 Uji Validitas Diskriminan 

Uji validitas diskriminan pada model pengukuran ini dapat dinilai 

dengan membandingkan akar dari AVE suatu konstruk harus memiliki nilai 

lebih tinggi dibandingkan dengan korelasi antar variabel laten. 

Perbandingan nilai tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 
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Tabel 4. 2. 

 Nilai Akar AVE 

(Fornell-Larcker criterion) 
 

 

 

 

     

Sumber: Output Smart PLS .3 

4.5.1 Uji Reabilitas 

Suatu tingkat konsistensi internal alat ukur dapat diukur dengan 

menggunakan uji reabilitas. Uji reabilitas dalam PLS dapat 

menggunakan dua metode, yaitu dengan melihat nilai Cronbach’s alpha 

dan Composite reliability. Apabila nilai Cronbach’s alpha > 0,6  dan 

nilai dari Composite reliability > 0,7 maka konstruk tersebut dapat 

dikatan reliabel . Dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah 

ini. 

Tabel 4. 3.  

Nilai Cronbach’s alpha dan Composite reliability. 
  

Sumber: Output Smart PLS .3 

 

Dari tabel diatas, menunjukkan bahwa konstruk dalam 

penelitian ini yaitu Pengetahuan perpajakan (X1), Digitalisasi 

Perpajakan (X2), Kepercayaan pada otoritas pajak (Y) dan voluntary tax 

Indikator X1 X2 Y Z 

X1 

X2 

Y 

Z 

0,780 

0,408 

0,529 

0,533 

 

0,741 

0,411 

0,478 

 

 

0,711 

0,496 

 

 

 

0,791 

Indikator Cronbach’s 

alpha 

Composite 

reliability 

Keterangan 

Pengetahuan Perpajakan (X1) 

Digitalisasi Perpajakan (X2) 

Kepercayaan Pada otoritas 

Pajak (Y) 

Voluntary Tax Compliance (Z) 

0,786 

0,793 

0,773 

0,799 

0,862 

0,858 

0,855 

0,869 

Reliabel 

Reliabel  

Reliabel 

Reliabel 
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compliance (Z) memiliki nilai Cronbach’s alpha  diatas 0,6 dan nilai 

Composite reliability diatas 0,7 sehingga dapat dikatakan bahwa 

pengukur yang dipakai dalam penelitian ini memiliki reabilitas yang 

baik.  

Dari tabel diatas, menunjukkan bahwa konstruk dalam 

penelitian ini yaitu Pengetahuan perpajakan (X1), Digitalisasi 

Perpajakan (X2), Kepercayaan pada otoritas pajak (Y) dan voluntary tax 

compliance (Z) memiliki nilai Cronbach’s alpha  diatas 0,6 dan nilai 

Composite reliability diatas 0,7 sehingga dapat dikatakan bahwa 

pengukur yang dipakai dalam penelitian ini memiliki reabilitas yang 

baik. 

4.3 Model Struktural (Inner Model) 

Koefisien Determinasi (R-Square) 

Model struktural dalam PLS dapat dilakukan evaluasi menggunakan 

koefisien determinasi (R-Square). Dari besarnya nilai R-Square yang dijelaskan 

pada variabel endogen yang baik > 0,33 (Hakim et al., 2017). Dalam penelitian ini 

nilai R-Square dapatdilihat pada tabel dibawah ini. 

Tabel 4. 4.  

Nilai R-Square 

Sumber: Output Smart PLS .3 

Variabel Laten R-Square  R Square Adjusted 

Voluntary Tax Compliance (Z) 0,400  0,393 
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Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa nilai R-Square kontruk Voluntary 

Tax Compliance (Z) sebesar 0,400 yang artinya bahwa Pengetahuan Perpajakan 

(X1), Digitalisasi Perpajakan (X2) dan kepercayaaan pada otoritas pajak (X3) 

mampu menjelaskan konstruk voluntary tax compliance (Z) sebesar 40% yang 

mana sisanya sebesar 60% dijelaskan oleh variabel diluar model yang diajukan.  

4.4 Model Pengukuran (Outer Model) 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan dua tahap yaitu 

dengan melihat pengaruh atau effek langsung antara variabel eksogen dan endogen 

dan kedua, dengan melihat pengaruh atau efek mediasi. Dasil dari uji hipotesis 

sebagai berikut ini; 

4.6.1 Pengujian Pengaruh Langsung/ Dirrect Effect 

Untuk menguji hipotesis pada output Smart PLS yaitu dengan cara 

membandingkan nilai T-statistik dan T-Tabel. Jadi apabila nilai T-statistik 

lebih tinggi dari T-Tabel berarti hipotesis penelitian dapat didukung dengan 

tingkat keyakinan 95% (alpha 5%) maka nilai T-tabel untuk hipotesis two-

tailed adalah > 1,96  (Abdillah & Jogiyanto, 2015). Apabila penelitian 

memiliki nilai P-Values < 0,05 maka hipotesis tersebut didukung 

(Rachmawan et al., 2020).  Hasil pengujian hipotesis penelitian ini dapat 

dilihat pada tabel dibawah ini  
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Tabel 4. 5.  

Hasil Path Coefficients 

 

Sumber: Output Smart PLS .3.0 

Dilihat dari tabel diatas hipotesis pertama dalam penelitian yaitu 

pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap voluntary tax compliance 

dapat diterima, hal ini dapat dilihat dari nilai t-statistik 3,850 > 1,96 (T-tabel). 

Maka hipotesis ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang ilakukan oleh 

Fitria & Muiz (2021) mengatakan bahwa pengetahuan memiliki pengaruh 

secara parsial terhadap voluntary tax compliance. Maka dapat dibuktikan 

bahwa adanya pengetahuan perpajakan yang tinggi akan meningkatkan 

kesadaran wajib pajak secara sukarela. Hipotesis ketiga yang menyatakan 

bahwa digitalisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap voluntary tax 

compliance. Dari hasil uji hipotesis pertama dan ke empat dapat disimpulkan 

bahwa pengetahuan perpajakan dan digitalisasi perpajakan berpengaruh 

positif terhadap voluntary tax compliance . 

4.6.2 Pengujian Effek Mediasi  

Sedangkan untuk pengukuran pengaruh mediasi pada penelitian ini dapat 

dilihat pada tabel specific indirec effect dengan memperhatikan nilai P-Values 

dan T-statistic, seperti dibawah ini 

 Origin

al 

Sample 

Standard 

Deviatio

n 

T- Statistic  

(|O/STDE

V|) 

P-

Values 

Hipotes

is 

Keterangan 

X1 -> Y 

X1 -> Z 

X2 -> Y 

X2 -> Z 

Y-> Z 

0.433 

0.308 

0.235 

0.259 

0.226 

0.071 

0.080 

0.071 

0.080 

0.094 

 6.119 

3.850 

3.301 

3.236 

2.415 

0,000 

0,000 

0,001 

0,000 

0,012 

H2 

H1 

H4 

H3 

 

Mediasi 

Diterima 

 Diterima 

Mediasi  
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Tabel 4. 6.  

Hasil specific indirec effect 

 

Sumber: Output Smart PLS .3.0 

 

  Berdasarkan pengujian pengaruh tidak langsung pada tabel diatas 

dapat dilihat bahwa H5 dan H6 dapat diterima. Hal tersebut dapat dijalankan 

sebagai berikut, untuk H5 nilai T-Statistic 2,045 >  daripada T-tabel dan nilai 

P-Values 0,041 < 0,05 sehingga hipotesis dapat diterima. Hal ini menunjukan 

bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap 

voluntary tax compliance dengan dimediasi oleh kepercayaan. Pada H6 nilai 

T-statistic 2,351 >  daripada T-tabel dan nilai P-Values 0,019 < 0,05 sehingga 

hipotesis dapat diterima. Hal ini menunjukan bahwa Digitalisasi  perpajakan 

berpengaruh positif signifikan terhadap voluntary tax compliance dengan 

dimediasi oleh kepercayaan.  

 

 

 

 

   

 

 Origina

l 

Sample 

Standard 

Deviatio

n 

T- Statistic  

(|O/STDEV|) 

P-Values Hipotesis Keteranga

n 

X1 -> Y-> Z 

X2 -> Y -> Z  

0,098 

0,053  

0,095 

0,050 

 

 2,045 

2,351 

 

 

0,041 

0,019 

H5 

H6 

 

 

Diterima 

Diterima  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

1.1 Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil analisis dan pengolahan data dari penelitian, penulis 

dapat menarik beberapa kesimpulan bahwa pengetahuan perpajakan 

berpengaruh positif terhadap voluntary tax compliance para wajib pajak 

anggota IKM Jawa Timur dan kepercayaan memediasi hubungan pengetahuan 

perpajakan dengan voluntary tax compliance dengan pengaruh yang posistuf 

dan signifikan. Dengan begitu dapat membuktikan bahwa tiingginya tingkat 

pengetahuan dapat meningkatkan kepercayaan dan tingkat voluntary tax 

compliance wajib pajak anggota Ikatan Industri Kecil Meenengah Jawa Timur.  

Selain itu Digitalisasi Perpajakan juga berpengaruh posistif signifikan terhadap 

voluntary tax compliance dan kepercayaan juga dapat memediasi  hubungan 

antara digitalisasi perpajakan terhadap voluntary tax compliance dengan 

pengatuh yang positif signifikan. Dengan begitu dapat membuktikan bahwa 

tingginya tingkat pengetahuan dapat meningkatkan kepercayaan dan tingkat 

voluntary tax compliance wajib pajak. Dengan begitu juga dapat membuktikan 

bahwa adanya digitalisasi bisa meningkatkan kepercayaan dan tingkat 

voluntary tax compliance wajib pajak anggota Ikatan Industri Kecil Meenengah 

Jawa Timur.   
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 Implikasi dari adanya penelitian ini memberikan bukti empiris 

terkait pentingnya tingkat penetahuan dan penggunaan digitalisasi perpajakan 

untuk meningkatkan voluntary tax compliance. Hal ini dapat menjadi masukan 

bagi ororitas pengelola pajak dalam membantu meningkatkan pengetahuan, 

kepercayaan dan kemudahan pelayanan digitalisasi perpajakan.yang 

diharapkan dapat mempengaruhi penerimaan pajak kedepannya.  

1.2 Saran  

 Berdasarkan Kesimpulan diatas maka saran dari dilakukannya 

penelitian ini  yang dapat digunakan untuk pengembangan penelitian 

selanjutnya, yang pertama yaitu  bagi otoritas pengelola pajak  Guna 

meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara sukarela, maka perlu adanya 

kesadaran diri dari wajib pajak, adapun salah satu cara 

mengimplementasikannya perlu dilakukannya sosialisasi terkait 

pengetahuan umum perpajakan dan penggunaan sistem digitalisasi 

perpajakan,  sehingga masyarakat dapat lebih mudah mengerti dan tidak 

menganngap rumit sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia.  

 Bagi  peneliti selanjutnya untuk mengembangkan penelitian ini  

perlu menambahkan beberapa indikator yang mendukung variabel terkait.  

Selain itu bagi peneliti selanjutnya agar lebih akurat dalam menemukan 

jawaban dan bisa dilihat dari bergai dimensi. 
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Lampiran 1. Lembar Kuesioner 

KUESIONER 

Data Responden 

Nama Responden  

Kabupaten/Kota  

Omzet Usaha < Rp 4,8 Milyar/ 

Tahun 

> Rp 4,8 Milyar/ 

Tahun 

Memiliki NPWP Ya Tidak 

 

PETUNJUK PENGISIAN KUISIONER 

Berilah tanda cheklist (v) pada kotak yang tersedia untuk masing-masing pendapat 

yang anda berikan. 

Keterangan: 

STS : Sangat Tidak Setuju 

TS : Tidak Setuju 

N : Netral 

S : Setuju 

SS : Sangat Setuju 

➢ Variabel Pengetahuan Perpajakan 

No Indikator Pertanyaan STS TS N S SS 

1 Saya sudah memahami  tentang ketentuan 

umum dan tata cara perpajakan 

     

2 Saya memiliki pemahaman mengenai fungsi 

perpajakan 

     

3 Saya menegetahui tentang sistem perpajakan 

yang sedang berlaku saat ini 

     

4 Saya mengetahui mengenai update terbaru 

peraturan perpajakan 

     

 

➢ Variabel Digitalisasi Perpajakan 

No Indikator Pertanyaan STS TS N S SS 

1 Dengan adanya e-reg dan e-filling 

mempermudah saya dalam melakukan 

regestrasi NPWP dan melakukan pelaporan 

SPT 
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2 Dengan adanya e-regestration dan e-filling 

data perpajakan WP dapat terorganisir 

dengan baik dan sistematis 

     

3 Saya telah memahami manfaat dan tujuan 

penerapan e-regestration dan e-filling 

     

4 Saya Mengalami kendala dalam 

menggunakan media elektronik 

     

5 Saya Memiliki kendala dalam koneksi 

internet 

     

6 Dengan adanya e-regestration dapat 

menghemat waktu dalam melakukan 

pendaftaran 

     

7 Dengan adanya e-filling  dapat menghemat 

biaya waktu dan tenaga yang dibutuhkan  

pada saat pelaporan pajak 

     

 

➢ Variabel Kepercayaan 

No Indikator Pertanyaan STS TS N S SS 

1 Saya  percaya dengan keputusan perubahan 

tarif dapat menaikkan wajib pajak dan 

menaikkan penerimaan pajak 

     

2 Saya memiliki respek yang tinggi terhadap 

keputusan otoritas pajak 

     

3 Pejabat pajak atau fiskus melakukan 

pekerjaannya secara profesionalisme dan 

berdedikasi 

     

4 Saya percaya otoritas pajak tahu hal yang 

terbaik dan tanpa perlu campur tangan 

UMKM dalam urusan peraturan pajak. 

     

 

➢ Variabel Voluntary Tax Compliance 

No Indikator Pertanyaan STS TS N S SS 

1 Bagi saya membayar pajak merupakan hal 

yang biasa dan wajar dilakukan   

     

2 Saya membayar pajak tanpa ada paksaan      

3 Saya merasa lebih senang membayar pajak 

dengan tarif lebih rendah dan pelayanan 

yang mudah 

     

4 Saya ingin berkontribusi dan mendukung 

negara dalam penerimaan pajak negaras 
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Lampiran 2. Hasil Penelitian 
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Lampiran 3 . Surat Izin Penelitian Skripsi 
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Lampiran 5. Bukti Konsultasi 
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